BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR 9 TAHUN QoW

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang: a bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan

Mengingat

I

Daerah yang penting guna membiayai Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam rangka
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab,

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka jasa Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dipungut
retribusi; |

bahwa bherdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, periu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; .

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun - 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4350);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

- 10.

11.

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor - 28 Tahun 2009 tentang Pajk
Daerah dan Retribusi Paerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembarari
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234};

Peratyran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; )
Peraturan Pemerintah Nomor 6 ‘Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20});
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan  Pemerintah Kabupalen/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajpk Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lemabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51__61) ;
Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; ‘



12. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah  dan
Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

dan
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN

KEKAYAAN DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang selanjutnya
disebut Bupati;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang se jenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Ary;

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut
retribusi pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara
lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta,
pemakaian kendaraan / alat-alat berat / alat-alat besar milik Daerah;
Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi retribusi tertentu;



9. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah;

10. Surat Kétetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dépat disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok
retribusi; '

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD,
adalah surat Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Surat Ketetapan' Retribusi  Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi 'yang menentukan
jumlah kelebihan i);mbayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih bhesar daripacia retribusi yang terutang atau seharusnya tidak

terutang.

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
pemakaian kendaraan, mesin, alat-alat berat oleh Pemerintah Daerah
serta penggunaan tanah yang tidek mengubah fungsi dari tanah tersebut.

-

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau
memakai kekayaan daerah.

BAB 1l
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa

Usaha.



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas dan jangkda waktu

pemakaian kekayaan Daerah.

(1)

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas. pemakaian
kekayaan Daerah.

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI "
Pasal 8

Struktur tarif rétribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang
digunakan meliputi:

a. Pénggunaan tanah; dan

b. Penggunaan Gedung/Bangunan;

C. Pemakaian/Penggunaah Inventaris Pemerintah Daerah.

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di tetapkan sebagai
berikut : ’

a. Penggunaan Tanah:

1. Tanah untuk pehggunaan sarana media luar ruang sebesar
Rp. 3.700°-/ M2 / Kegiatan.

2. Tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran
dan patung - patung kesenian serta penjualan satwa burung
sebesar Rp. 10.000,-/ M2 / Tahun.

3. Tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal
ditetapkan 1 % x taksiran harga tanah x luas tanah yaitu :

»KlasT ... 1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.
»Klas ... 1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.
» Klas W.....cooeenenee. 1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.

4. Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan
Lainnya ditetapkan :
a) Luas tanah sampai dengan 25 M2.................. Rp 75.000,-/ hari



b) Luas tanah 26 M2......cooeeeeeeeeereren.. e Rp 150.000,-/ hari
¢) Luas tanah 51 M2 s/d 100 M2.................. Rp 300.000,-/ hari
d) Luas tanah 100 M2 ke atas................... S Rp 500.000,~/ hari

b. Retribusi Penggunaan Gedung / Bangunan:

. Gedung Sita Keng

a). Kegiatan Organisasi........ccocceevveeenrinninnnnn. Rp 4.000.000,~/ hari

b]. Kegiatan/Pertun jukan /Kesenian............. Rp 4.000.000,-/ hari

c). Kegiatan Resepsi Perkawinan............... ... Rp 4.000.000,-/ hari -
. Gedung Serbaguna

a). Kegiatan Organisasi.......cccveveeivinieineennen, Rp 3.000.000,-/ hari

b). Kegiatan/Pertunjukan/Kesenian............. Rp 3.000.000,-/ hari

c). Kegiatan Resepsi Perkawinan.................. Rp 3.000.000,-/ hari
. Gedung Perkampungan Pelajar

a). Kegiatan Dinas/Diklat/Organisasi........... Rp 3.000.000,-/ hari

b). Kegiatan Umum / Resepsi Perkawinan. ... Rp 3.000.000,-/ hari

c). Sewa Kamar Diklat / Perkamar.................. Rp 200.000,-/ hari
. Gudang Pemda |

a). Sewa gudang .....cc.ccocveareriiririiniiiniiniean Rp 50.000.000,-/ tahun
. Gedung Mess Pemda

a). Menginap di Mess Jargaria Pemda ............... Rp 200.000,-/hari

D). Menginap di Mess Dobo ... Rp 200.000,-/hari

Taman Kota

a), Karcis Masuk ..o, Rp 2.000,-/hari

D). SeWal LANAIL 1.ocveiieieiieiee e v eeeeneeisesranenns Rp 10.000,-/M2

Pasal 9

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sckali.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perckonomiarn.
Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

. BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.



BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tértentu yang merupakan batas

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkanjasa dari Pemerintah
Daerah. ]

Pasal 12

=

Saal retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata Cara pemberian dan pemanfaatan Insentif schagaimana dimaksud
pada ayat (1} diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan

perundang-undangan.

: BABIX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimaha dimaksud pada ayat 2
(dua) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor
ke Kas Daerah.

BABX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi
Daerah. |

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Aidahiitni Aenoan oirat tecniran



BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambathya 15 (lima
belas) hari sejak ditérbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamalkan.

Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan
yvang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi
untuk méngangsur atall menunda pembayaran Retribusi.

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disctor ke
Kas Daerah.

: BAB X11
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

Pengeluaran surat teguran /surat peringatan/surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan. penagihan retribusi dikeluarkan 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangal surat teguran/surat
peringatan/surat lain yang sejenis, wajb retribusi segera melunasi
retribusi yang terutang.

Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KEDALUWARSA
Pasal 18

»

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampau jangka waktu 3 {tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang

retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tertangguh apabila: )

a) diterbitkannya surat teguran; atau

b) ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian

Surat teguran tersebut.



()

(3}

Pengakuan utang Retribusi secara langsung secbagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
avat (2} huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajb

Retribusi.

Pasal 19

Piutang Retribusi vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan; = -
Bupatl menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi
Kabupaten yang sudah kedaluwarsa secbagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 20

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-

undangas.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21 ‘

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi Daerah scbagaimana dimaksud dalam

Undang-tundang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a) menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan

jclas;



(2)

b) meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

¢) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dangan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; '

d) memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tetribusi Daerah; '

¢) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain  serta
melakukan peyitaan terhadap bahan bulkti térsebut;

f) menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

g) menyuruh Dberhenti dan/aﬁtau,:melaraﬁg seseorang meninggatkan
tempat ruangan | atay. ,teﬁ'i'pé‘tt _pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeﬁl;sg. identitas orang dan dokumen yang
dibawah sebagaimana dlmaksud pada huruf e;

h} memotret seseorang yangberkmtan d:engan tindak pidana retribusi
Daerah; B

i} memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j  menghentikan penyidikan;dan

k) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang
bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikaﬁn;ra kepadal

Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat polisi Negara Republik

Indonesid sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

Wajlb retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Denda. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan

Negara.

‘ (3} Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} adalah pelanggaran.



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan PeratUran Daerah ini sudah ditetapkan

paling lama 1 (satu} Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundaﬁgan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pg“j‘g;_ anggal 26 WARet 2ol
ENJABRT. BUPATI KEPULAUAN ARU,

Diundangkan di Dobo
pada tanggal, 17 ApMl 70lY
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

B

ARENS UNIPLAITA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2014 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI MALUKU
( 3 )/ (20l )



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 9 TAHUN 201

i TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
+ Pajak Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi
! Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan
i dan pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah
i khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga
| kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemetrintahan di

daerah dapat terwujud.

|
|
1
H b
|
|
|

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian
pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian
. di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari
sumber tersebut antara lain pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk
menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Daerah
melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis
Retribusi jasa usaha yang diamanatkan untuk diaplikasikan di Daerah.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bertujuan untuk memberikan
pelayanan jasa sesuai dengan fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah
agar penggunh jasa dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga secara
timbal balik akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah
sendiri.

| 1. PASAL DEMI PASAL

| Pasal 1

! Cukupjelas

i Pasal 2

I Cukupjelas

: Pasal 3

| Ayat (1}
Cukupjelas

Ayat {2)
Cukupjelas



Pasal 4
Cukupjelas
Pasal 5
Cukupjelas
Pasal &
Cukupjelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukupjelas
- Ayat (2)
Cukupjelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukupjelas
Avat (2}
Cukupjelas
Ayat (3) |
Cukupjelas
Pasal 10 )
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukupielas
Pasal 13
Ayat {1)
Cukup jelas
Ayat (2]
Cukupjelas
Avyat (3) |
Cukupjelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukupielas
Ayat (2]
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4]
Cukup jelas



Pasal 15
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3}
Cukupjelas
Ayat {4)
Cukupjeias
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3]
Cukupjelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3
_ Cukupjelas
Ayat (4)
Cukupjelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 19°
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2]
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjelas
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Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukupjelas
Pasal 22
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3]
Cukupjelas
Pasal 23
Cukupjelas
Pasal 24
Cukup jelas
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